
  

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 
                     Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, 

                     Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640 
        www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id 

 

    

 Nomor  
 
Sifat  

: 1764/DJU/HM1.1/VII/2026         
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Lampiran  : 1 (satu) berkas     

Hal  : Permohonan Informasi Tambahan Pasca 

Misi Pencarian Fakta OECD dalam rangka 

Analisis Kesenjangan Konvensi Anti-Suap 

OECD 

 

 

 

Yth. Para Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) 

Di Seluruh Indonesia 

   

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya kerja sama dan partisipasi 

kementerian/lembaga dalam melaksanakan Misi Penelusuran Fakta (FFM) dalam 

rangka Analsis Kesenjangan untuk mendukung proses aksesi Indonesia menjadi 

anggota Organisasi untuk kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), maka 

dengan ini diminta bantuannya kepada saudara/saudari, untuk dapat memberikan data 

perkara korupsi terhadap orang perseorangan dan badan hukum dan data tentang 

pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara korupsi oleh Hakim Karier dan 

Hakim Ad Hoc selama periode 2021 s/d 2025/data 5 (lima) tahun terakhir". Data 

tersebut diharapkan dapat diserahkan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak surat diterima 

melalui link https://bit.ly/4wESldd.  

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
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Daftar Penerima Surat 

1. Pengadilan Negeri Banda Aceh 

2. Pengadilan Negeri Medan 

3. Pengadilan Negeri Padang 

4. Pengadilan Negeri Pekanbaru 

5. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang 

6. Pengadilan Negeri Jambi 

7. Pengadilan Negeri Palembang 

8. Pengadilan Negeri Bengkulu 

9. Pengadilan Negeri Tanjungkarang 

10. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

11. Pengadilan Negeri Bandung 

12. Pengadilan Negeri Semarang 

13. Pengadilan Negeri Yogyakarta 

14. Pengadilan Negeri Surabaya 

15. Pengadilan Negeri Banjarmasin 

16. Pengadilan Negeri Palangkaraya 

17. Pengadilan Negeri Pontianak 

18. Pengadilan Negeri Samarinda 

19. Pengadilan Negeri Makassar 

20. Pengadilan Negeri Mamuju 

21. Pengadilan Negeri Kendari 

22. Pengadilan Negeri Palu 

23. Pengadilan Negeri Manado 

24. Pengadilan Negeri Denpasar 

25. Pengadilan Negeri Mataram 

26. Pengadilan Negeri Kupang 

27. Pengadilan Negeri Ambon  

28. Pengadilan Negeri Jayapura 

29. Pengadilan Negeri Manokwari 

30. Pengadilan Negeri Ternate 

31. Pengadilan Negeri Serang 

32. Pengadilan Negeri Pangkal Pinang 

33. Pengadilan Negeri Gorontalo 
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